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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal

84 ayat (1) disebutkan bahwa kepala perangkat daerah menyempurnakan
Rancangan Akhir Renja menjadi Renja, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah
tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Renja 2024 dan penyampaian Hasil
Evaluasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dari Bappeda untuk
disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menyempurnakan Renja BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2024. Secara normatif, selain mengacu pada Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga
mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya
secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara alur perencanaan, Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024,

menyelaraskan pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023. Dimana didalamnya
terdapat tema, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan sub kegiatan
prioritas tahun 2024, yang telah disepakati dalam konsultasi publik.
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cara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana

bangunan Jangka Menengah Daerah (RPM]D) Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun
2021-2026. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen
perencanaan Pemerintah Kota Samarinda dengan dokumen perencanaan BPKAD

Kota Samarinda.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak

dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang
semakin masif. Hal tersebut membuat daerah berkembang dengan cepat dan
dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka
masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka
mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebutmenjadi
tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya
“kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan
menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam eratersebut, desa
dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa
semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa
dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset
daerah guna mendukung pembangunan di Kota Samarinda yang sedang memasuki
era yang berubah serba cepat. Dengan demikian, BPKAD Kota Samarinda
melaksanakan penyusunan dokumen Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024

sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun

2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah
terpilih periode 2021-2026, maka BPKAD Kota Samarinda yang mengemban misi ke-3
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yaitu: “Mewujudkan Pemerintahan yang prnfesiunal, transparan, akuntable
dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat”

engimplementasikan ke dalam dokumen Renja BPKAD Kota Samarinda
ahun 2024. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD

Kota Samarinda Tahun 2024, mengacu pada visi misi dan tema tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala

daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kota Samarinda, kami berharap agar
ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan
yang masuk ke dalam Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 pada akhirnya
dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap

pembangunan di Kota Samarinda.

Samqgin%%&Fehruarl 2024
Kepala BP AD Kota Samarinda
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BAB 1
PENDAHULUAN

atar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka

percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah,
yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan
masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan
perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang
antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun

antara pusat dan daerah.

Hal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional

dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi
dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala
yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun
daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan
rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh
karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan
pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD), dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada

dokumen perencanaan wilayah ditingkat pusat maupun provinsi.
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Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakesholders

atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai
bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang
berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD)
sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan
sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada

dokumen perencanaan makro di daerah.
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KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA OPD
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usunan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan kegiatan yang tidak

iri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan
dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih
spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan PD. Hal ini mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan
memiliki Rankir Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut,
maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Renja Tahun 2024,
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n Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

tuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun
2021 tentang Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun
2021 - 2026 dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda,
dimana BPKAD Kota Samarinda merupakan unsur pendukung urusan

keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun
sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang
di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Samarinda yaitu misi ke-3: “Mewujudkan Pemerintahan yang profesional,
transparan, akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi
partisipasi masyarakat”.

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan periode 1

(satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi
masyarakat. Sehingga Rancangan Akhir Renja ini menjadi pedoman dan
rujukan awal dalam menyusun program dan kegiatan pada BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2024. Dengan mengarah pada agenda prioritas
pembangunan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota
Samarinda Tahun 2024, Maka BPKAD Kota Samarinda
mengimplementasikan agenda prioritas tersebut Permendagri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
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tersebut di dalam dokumen ini.
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Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan

proyeksi capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan
pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya
pada efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah.

Selanjutnya BPKAD Kota Samarinda merencanakan secara detail agenda

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda

dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:
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Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu

pada:

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada
Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang
terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan
aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
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raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 -
2026;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022, tanggal 29
Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023;

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022, tanggal 20
Desember 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023 ;

Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
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Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 dimaksudkan
sebagai berikut:

a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang
mendiskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kota
Samarinda Tahun 2024;

b. Sebagai bahan sinkrionisasi terhadap program-program dalam RKPD

Kota Samarinda Tahun 2024 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-
isu strategis tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024
adalah:

a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kota Samarinda dalam
melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kota
Samarinda Tahun 2024;

b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub
kegiatan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, yang mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
dan Rankir RKPD Kota Samarinda 2024.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024

mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun

sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
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Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses
penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan
Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja
Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undangg-undang, peraturam
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan

penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja PD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra FPD
Bab ini memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian Renstra PD pada tahun-tahun sebelumnya,
yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD. Pokok-

pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
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Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/ kegiatan yang melampauhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya,
atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra PD; dan

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan pengganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis
indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing-
masing PD dan peraturan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

23 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/ internasional;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
PD;
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5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Reviu terhadap Renja PD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan rancangan RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab
ini mendiskripsikan:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/
kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut

diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi PD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 |




Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD
3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan;

2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan; dan

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan

kegiatan, pagu indikatif, maupun keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung
administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan
rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam
RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun

kombinasi keduanya.

BABV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

¢. Rencana Tindak Lanjut.
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BABII

VALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Samarinda
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Henja BPKAD Kota Samarinda pada dasarnya menyajikan pengukuran

terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota
Samarinda pada tahun 2023, sebagai dasar penetapan target pada tahun
2024,

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Samarinda, program,

kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kota
Samarinda Tahun 2021-2026 , dimana alokasi anggaran BPKAD Kota
Samarinda pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana
dalam DPPA BPKAD Kota Samarinda, sebesar Rp. 209.847.554.844,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 147.489.852.300,98 (70,28%). Pengelolaan
anggaran yang berprinsip pada efektivitas, efisiensi, kehati-hatian dalam
pelaksanaan kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu)
program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota
Samarinda dan 2 (dua) program teknis, yaitu: Program Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Urusan Penunjang di Bidang Keuangan dan Aset dilaksanakan melalui

3 program, 12 kegiatan, dan 65 sub kepiatan, yang secara spesifik
didiskripsikan sebagai berikut:
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REA- SKPD

137.238.625 l

Pagu Anggaran Realisasi
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Harkiie Keuangan U
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
! | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA R s
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
| Perangkat Daerah _?ﬂ?ﬂﬂm 210.912.500 99.63
Pnzgi::unan Dokumen Perencanaan Peranghkat 131.200.000 130.827.500 | 99.72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian i
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD EELELI PR |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.258.988.991 @ 35.551.111.348 | B2.18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 41.085.758.032 | 33.669.908.540 | 8195
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.023.230.959 | 1.741.281.308 | 86.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan |
| Akhir Tahun SKPD 150.000.000 139,921,500 93.28
Administrasi Umum Peranghat Daerah 7.680.067.700 | 7.399.908.725 | 96.35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor _ 438.360.000 438.340.190 | 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.755.000.000 | 3.753.360.740 | 99.95
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor _415.655.000 415.305.000 | 99.92
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.373.227.700 1.372.538.425 | 99.95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 39.600.000 39.570.000 99.92
Fasilitasi Kunjungan Tamu 267 .640.000 267.335.000 | 99.89
g;;u[r}eie nggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.390..585.000 1113.459.370 | 80.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan BTG 3
Pemerintah Daerah e AR | S
|| Pengadaan Mebel 2.446.150.000 | 2.445.082.680 | 99.96
gﬁ:f::“““ Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.684.507.000 | 2.931.854.724 | 79.57
L s s
|| :’:e:mekdlaan |asa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1.179.940.000 1169.686.204 | 99.19
Fenvediaan Jasa Pelaynma"ﬁ Umum Kantor 2.505.267.000 1.762.168.520 | 70.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urnsan Peiieriniahan Daerah 9.174.280.230 9.169.379.727 99,95
| Penyediaan [asa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 400.000.000 399.959.850 | 99.99
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biava Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 1.406.470.000 1.402.871.905 | 99.74
atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.038533.950 | 1.038.175590 | 99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 3563.151.280 | 3.562.984.559 100
Bangunan Lainnya H B
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana {
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.766.125.000 2.765.383.823 99.97
2 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 30.904.266.950 | 11.591.069.448 | 37.51
:::::Lmsl dan Penyusunan Rencana Anggaran 2. 862.995.400 2.770.859.745 | 96.78
I'Emr_d.inasl dan Penyusunan KUA dan PPAS 231.892 875 2i4.31_¢.l:110 96.74
Koordinasi dan Penyusunan Ferubahan KUA dan
Perubahan PPAS 178.167.500 175,108.000 98.28
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi REA- SKPD 325.220.350 319.550.500 | 98.26
Koordinasi, Penyusunnn dan Verifikasi Perubahan 135.459.820 98.70
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No. Nama Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

Pagu Anggaran
Perubahan

Realisasi
Keuangan

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

109.604.000

108.071.500

98.60

_I{ﬂordlnés_k, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
DPA- SKPD

B0.000.000

78.375.297

97.97

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD

337.439.000

323.308.692

95.81

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APED
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran

323.192.000

s,

222.329.7T60

95.75

664.525.500

642.356.166

DE.66

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

366.715.550

541.5976.000

95.64

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

3.666.911.500

3.492.275.946

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

42.082.000

42.082.000

100

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

5.068.000

0,00

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SFD

494.562.000

476.507.000 |

96.35

Penatausahaan Pembiayvaan Daerah

131.965.650

108.180725

81.98

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensl, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

163.740.500

163.496.000

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

1.049.457.000

1.007.879.367

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetaran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

176.102.800

131.025.800

74.40

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
vang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah
sebagal Optimalisasi Kas

5.000.000

0,00

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2ZD

529.982.000

506.584.500

95.59

| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi

} Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
| Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Fertanggungjawaban Sub Keglatan

717.532.500

707.333.504

98.58

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
| Kabupaten/Kota

351.419.050

349.169.050

99.36

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Heuangan Daerah

3.388.475.000

3.215.727.616

Koordinasl Pelaksanaan Akuntansl Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

408.120.000

402.831.300

98.70

Rekonsiliasi dan Verilikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pemblayaan, Pendapatan-LO dan
Beban

1
|

221.240.000

205.335.428

9281
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1

: Pagu Anggaran Realisasi
Nama Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Persbahan Keuangan %
pordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
ki it APRIY By, Tt S Ferneaberoms Fzm.azn_um 232.674.117 92.31_“'
Konsolidasi Laporan Kewangan SKPD, BLUD dan Laparan
Kewangan Pemerintah Daerah 588.245.000 SIS 9s.47
Penyiusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APED . :1_55.430.0[‘.'{] 118.846.591 T6.456
Penyusunan Kehijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Aluntansi Pemerintah Dasrah LR S 3446 ]
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten,Kota 1.276.180.000 - 1.259.960.380 98.73
Fembinaan Pengelolasn Keuangan BLUD Kabupaten, Kota 316.230.000 | 280.688.550 | 88.76 |
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan f
Keuangan Daerah IUH:MDMDOO 1.182.636.208 5.91—
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 20.000.000.000 | 1182636208 | 591
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 985.885.050 929.569.933 | 94.29
Daerah _ !
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi |
" . . 504, 1 ¥
Pemerintah Daerah Ridang Keuangan Daerah Sl =k ey e
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah Pemerintah 459.747.550 425.049.315 | 9245
Kabupaten /Kota
3 Ei{éﬁkm PENGELOLAAN BARANG MILIK 112.487.593.973 | 78.190.533.149 | 69.51
Pengelolaan Barang Milik Daerah 112.487.593.973  78.190.533.149 | 69.51
Penyusunan Standar Harga 345.200.000 340.499.514 | 9B.64
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan
standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SESRTRRNS | DERLSILEN | NG
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 5.000.000 | 5.000.000 100
Daerah {
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 5.000.000 4995.000 | 99.90
Daerah il
Fenatausahaan Barang Milik Daerah 18.897.902.000 | 1B.054.722.564 | 95.54
Inventarisasi Barang Milik Daerah 3594.438.000 349.003.000 | BR.48
Pengamanan Barang Milik Daerah £3.103.502.473 | 30.185.367.879 | 47.84
| Penilaian Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 | 100
Pengawasan dan PEngndalian Fengelolaan Barang =
P 026,280, 026.030.500 u
E ! Milik Daerah . ?..“6 280,000 1.026 99.98
| | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 18.438.900.0000 | 18367.288.200 | 9961
Barang Milik Daerah - |
Reko nsﬂii?ifl dalam rangka Penyusunan Laporan 391.415.000 i 353.062.769 | 90.20
Barang Milik Daerah S
Fenyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5.000.000 5.000.000 100
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
98, .901.923 98.84
e | Pemerintah Kabupaten,/Kota eindiaan R |
JUMLAH 209,847,554,844 | 147.489.852.301 | 70.28 |

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023
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Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD

s.d. Tahun 2023 Kota samarinda

Nama PD : BPKAD Kota Samarinda

ah Kota Samarinda pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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jutnya Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Realisasi
Targel SH
Kinerja
Kinerja
Urusan/ Bidang Urusan I"d{““m' m;;'h Tr,:nmm Gupuil; Program
PemerintahanDaerah dan s e i dan
(Gutput)/ SubKegiatan [Renstra
Kode Program/ Kegiatan/ Sub 0 3 ut) PD) Tahun Keluaran
Kegiatan Specific Outp 2022 Kegiatan
Tahun
2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN |
1 | PEMERINTAHAN DAERAH :;’gt';’ Kepuasan Masyaraicat | o, 7n
KABUPATEN/KOTA |
)
|
;;::nr;a:::: Penmmn, dan Evaluasi Nilai AKIP #1 Nilai -
:::::g: _:: Ea[:r':ﬁmeh Parsmcagmn Jumlah Dokumen Perencanaan & Dokumen 5 Dokumen
| koordinasi dan Pemyusunan Laporan
| Capaian Kinerja dan [khtisar Realizasi Jumlah Laporan LAKIP 1 dokumen 1 dokumen
| Kinerja SKFD
Jumlah Laporan Administrasi
Keuangan dan Operasional
Administrasi Kevangan Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil 7 Laporan 7 Laporan
Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN E:;i;:i: :\u"ianm’ & ASH yang of 81 Orang 81 Orang
| : e Jumlah Dokumen Hasil
I .I;:"yﬂi;;ﬂ e Penyediaan Administras| 1 dokumen | 1 dokumen
i - Pelaksanaan Tugas ASN I )
xza:dn:;‘:: :ﬁ;;::ﬁ:g:;nmmﬁn Jumlah Laporan 7 Dokumen 7 Dokumen _
= |
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumiah Laporan 7 Laporan 7 Laporan |
T
| ) | Jenis Kamponen Instalasi Listrik
| ir;ﬁ?;:;;::p;n;; In:ntaa]:iiantur I dan Penerangan Bangunan 12 lenis 12 Jenis
|| &l ng | Kantor yang disediakan
|| |
1 |
{ | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Tagihan Jasa Peralatan
i | Kantor I dan Perlengkapan Kantor 30 Laporan 30 Laporan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah bahan logistik . 5 Paket 5 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Laporan realisasi EI'IE:EIT;I'I y’.;ng
Penggandaan dicetak atau digandakan I PR 4 Gokumen
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Realisasi
Target
Target
L speerita Hasil
Urusan/ Bidang Urusan udmmm:ﬁ ; ot ::f::; Program
PemerintahanDaerah dan dan
[Output)/ SubKeglatan (Renstra
Kode Program/ Keglatan/ Sub (Specifi ut) PD) Tahun Keluaran
Kegiatan i 2022 Keglatan
Tahun
2022
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumiah Bacaan dan Peraluran
| Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan AL R SN ot
1
- Fasilitasi Kunjungan Tamu tTl:::lﬁ:hnnEﬁn Tamu yang 10 Laporan 10 Laporan
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi -
dan Konsultasi SKPD Jumlah SFPD 50 SPPD 50 5PPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Laporan Rencana Kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Barang 1Laporan 1 laporan
Pengadaan Mebel Jumlah Pengedaan Mehel 75 Unit 75 Unit
Penvediaan Jasa Prnil_njang Urusan Laporan Penyediaan Jasa
Pemerintahan Daerah Penunjang A Lpuran 1laporan
- =
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Tagihan Rekening yang
| Daya Air dan Listrik dibwyariean A& Laporsn %6 Laparan
Pe I.'mn asa Pelayanan Umum umlah Tagihan jasa pelayanan
Ha:ﬁ J o lumum & e 5 Laporan 5 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah e
Penunjang Urusan Pemerintahan Laporan Pemeliharaan 134 Unit | 134 Unit
Daerah |
Penvediaan Jaza Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Perorangan Dinas ataw Kendaraan Dinas PEK el
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemellharaan, Blaya
Pemellharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan .
Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Operasional S s
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan peralatan i
Lainnya dan mesin i s
Pemeliharaan,/Rehabilitasi Gedung : -
Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan gedung 1 Unit 1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan -
Prasarana Gedung Kantor atau ]F;.irmlah Penﬁ‘uzghara.an SHESUR AIan 1 Uinit 1 Unit
Bangunan Lainnya i ung
E%IMNGAN Mglﬂ-l.l-l " Laporan Keuangan Daerah 1 Dokurmen 1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Penyusunan .
Anggaran Daerah Rencana Anggaran Daerah " ” i
Koordi Jumlzh Dokumen KUA dan PPAS
PPAS inast dan Penyusunan KUA dan sesual Regulasl dan Kebijakan 1 Dokumen 1 Dokumen
Penganggaran
o tah Dokumen KUA dan PPAS
Koordinasi dan Penyusunan S ) :
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sesuai Regulasi dan Kebijakan 1 dakumen 1 dokumen
Penganggaranyang di susun
i Jumlah RKA SKPD sesuai Regulasi |
Eﬁg;];';' FIyPRRrisam; Tan Mgt dan Kebijakan Penganggaran 1 dakumen | 1 dokumen
yang di Verifilasi |
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Realisasi
Target
Target Kinerja
b Hasll
Ny Didang Urssai Indikator Kinerja Program Capaian Program
O {Dutcome)/ Keglatan Program
PemerintahanDaerah dan dan
b {(utput)/ SubKegiatan [Renstra
Kode Program, Kegiatan, Su (Specific Output) PD) Tahun Keluaran
Kegiatan 2022 Keglatan
Tahun
2022
e | Jumlah Perukahan RKA SKPD
HKoordinasl, Penyusunan dan Verifikasi sesual Regulasi dan Kebijakan Tk Py Ho——
Perubahan RKA-SKFD ; ;
Penganggaranyang di Yerifikasi
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi = Jumlah DPA SKPD sesuai Regulasi |
- DPA-SKPD dan Kebijakan Penganggaran Erea I el
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi | Jumlah Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-SKPD | yang di Verifikasi e i
Keordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan | jumlzh Perds dan Perwali APBD
Kepala Daersh tentang Penjabaran Tahun N1 S ST it
APED .
Koordinasl dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan AFBD dan | Jumlsh Perda dan Perwali
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun N1 e Sowumen
Penjabaran Perubahan APBD =
Koordinasl dan Penyusunan Regulasi Jumlah Regulasl serta Kebijakan
| serta Kabitikan Bidang Anggacan Bidang Anggaran 1 Dokumen 1 Dakumen
Pembinaan Perencanaan L : 5 o
Penganggaran Daerah Pemerintah E:ﬁlil_lts;i:‘muhﬁ;,:an Kebijakan 150 orang 150 orang
) | Kabupaten/Kota rkai encaan Penganggaran
Jumiah Buku Juknis dan
Koordinasi dan Pengelolaan | Laporan Pertanggungjawaban & Senls Dakii 5 Jenis
Perbendaharaan Daerah APBD Jumlah Buku Juknis dan | ° /0 Bulk
Laporan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Jumlah Laporan Pengelolaan Kas
Daarah — 1 Dokumen 5 1 Dokumen
- | B |
|
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Jumlah Laporan Perhitungan |
Anggaran Tahun Sebelumnya Anggaran Tahun Sebelumnya 1laporan | 1laparan
- i
Jumlak OPD yang Pengendalian |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendafian 47
| dan Penerbitan Anggaran Kas dan SFD g:EPunrrhltan Anggaran Kas dan | 47 Dokumen .
|
! Jurnlah Laporan Penatausahaan
, | Penatausahsan Pernblayaan Daerah Peribispaen Dsersh 1 Dokumen 1 Dokumen
i |
| | Koordinasl, Fasilitasi, Asistensi,
( Sinkronisasi, Supervisi, Monltoring ! Jumnlah Laporan Dana
i dan Evaluazi Pengelolaan Dana | Perimbangan dan Dana Transfer 1 Dokumen 1 Dokumen
| Perimbangan dan Dana Transfer | lainnya
Lainnya ) | =
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama | jumilsh laporan Transaksi non
| dan Pemantauan Transaksi Non Tunai |
| dengan Lembaga Keuangan Bank dan | f:;?aﬂ nsgif:k::?kln oleh 1Dckumen 1 Dokumen
| Lembaga Keuangan Bukan Bank | - vy
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realizasi Penerimaan dan Pengeluaran .
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Jumlah Laporan Realisasi |
Pelaksanaan Transaksi Penerimaan dan 1 laporan | 1laparan
Pemungutan/FPemotongan dan Pengeluaran Keuangan Daerah |
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga :
[PFE) l
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Realisasi
Target b ool
Kinerja Kinerja
Hasil
Urnsan / Bidang Urusan Lnd:lntﬂ“mnr Ir:l;;;rjaml‘lmm p.-ll;lm.wl h:; Program
PemerintahanDaerah dan x dan
[Dutput)/ SubKegiatan (Renstra
Kode Program, Kegiatan/ Sub (Specific Output) PD) Tahun Keluaran
Keglatan 2022 Kegiatan
Tahun
2022
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan
Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Anallsiz Emlfh ?WLL{‘ Pe;aﬁan:an 1 Laporan 1 Laparan
Pembiayaan dan Penempatan Uang UERNEER Vg I
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan _
Pengeluaran Kas serta Pemungutan Jumlah laporan Data Penerimaan
dan Pemotongan Atas SF2D dengan dan Pengeluaran Kas 1Laporan 1laporan
Instansl Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis [
Administrasi Keuangan vang Berkaitan " [
dengan Penerimaan dan Pengeluaran ]::;f']ah Du}“:';:“ Juknis | 1 Dokumen 1 Dokumen
Kas serta Penatausahaan dan e e i |
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan {
1
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Jumlah Regulasi Pembinaan 200 : 200
Pemerintzh Ksbupaten /Hota Penatausahaan Keuangan [ . org
Buku Laporan Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah serta Laporan bu bul
dan Pelaporan Keuangan Daerah Pertangpungjawaban dan R -
Penjabaran APBD
Koordinasl Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimasn dan Pengeluaran 36 Laporan 36 Laporan
Daerah Pemerintah Kola Samarinda
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Kewajiban dan Ekuitas Dok 12
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-L0 Pemerintah Kota Samarinda & 12 Sl Dokumen
dan Beban Rekonsiliasl Belanja
Hoordinasl Penyusunan Laporan
p ! lah Laporan
Pertanggungijawahan Pelaksanaan L ;
APBD Bulanan, Triwulanan dan ot oy 18Llaporan | 18 Laporan
Semestaran Sl
Konsolidasi Laporan Keuangan SKFD, N
BLUD dan Laporan Keuangan . ﬁpu;n H:iua;ga" Pemerintzh 9 Laporan 9 Laporan
Pemerintah Daerah i S
Pe:ryu-s'u nan Analisis Laporan
Jumiah Buku Statistik Keuangan
:::Prj;.la]nmunu]awnban Pelaksanaan A - —— 1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Kebljakan dan Panduan |
Teknis Operasional Penyelenggaraan Ll]ln;lahﬁﬂ:hlﬁka? ALY ok 3 Dokumen | 3 Dokumen
Akuntansi Pemerintah Daerah e i |
= ]
Pembinaan Akuntansi, Pelzporan dan . o
Pertanggungjawaban Pemerintah Juriah Kaglatas Coaching Clinik 150 Orang 150 Orang

| Kabupaten/Kota

Penyusunan Laporan Keuangan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 |




e Jumlah Kegiatan Pembinaan T
terhadap selurub BLUD
binaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda
LUD Ksbupaten,/HKota dalzm hal Pencatatan, | 13 Lembaga 13 Lembaga
Pembukuan dan Pelaporan
Keuangan Daerah
lah Laporan Hasil
Penunjang Urusan Kewenangan Jum 2 Laporan 2 Laperan
Pengelolaan Dana Darurat dan
Peuplnlnn Keuangan Daerah Mendesak
Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlsh Laporan Hasil Pengelolaan | 2 Laporan 2 Laporan
Mendesak Dana Darurat dan Mendesak
A
Pengelolaan Data dan Implementasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah i oo iy 3 Laporan 3 Laporan
e Lingkup Keuangan Daerah i |
Implementas! dan Pemeliharaan Jumlah Laporan Rekonsilias( |
Sistern Informasi Pemerintah Daerah bulanan Penerimaan dan 1 Dokurmen 1 Dokumen
Bidang Kevangan Daerah Pengeluaran SKPD
Pembinaan Sistem Informasi mzr;:;?ﬂ?ﬁgz:]:g::n
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan o 150 Orang 150 Orang
Daerah Pemerintah Ksbupsten / Kotz :f;lgeluar‘an Kas dengan Aplikasi
PROGRAM PENGELDLAAN BARANG MILIK | Laporan Neraca Aset Barang |
DAERAH Milik Daerah SR | ——
Jumlah Dokumen Pencatatan Aset
3 Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang Miiik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen
| Penyusunan Standar Harga L': E’I]]ah ORI g L"P”t dalam 1 Dokumen 1 Dokumen
Fenyusunan Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan Barang IMU:::E]I; E"k; E;';d;;tf“r_“;g 1 Dokumen 1 Dokumen
i Milik Daerah i e
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan |
Barang Milik Daerah Jumlah Kebutuhan OPD : 1 Dekumen 1 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolsan Jumlah Regulasi Kebijakan
Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Millk Daerah | 1 Dkumen | 1 Dokumen
'F i T
Penatausahaan Barang Milik Daerah :;::L‘:?‘ FIOERDAD Eamg PR 1 Laporan 1 Laporan
i Inventarlsasi Bamng Milik Daerah l[;hT[Ifh iparan v viasie 1 Laporan 1 Laporan
g umlah Dolkumen Ser tifikat dan i
Pengamanan Barang Milik Dasrah ;._,s tok Tanah 1 Laporan | 1Llaporan
Jumlah Daftar Barang Milik 1 Laporan 1 Laparan
Penllaian Ba‘rang Milik Daerah Daersh yang di Nili
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Unit Pengawasan dan
Pengelolazn Barang Milik Daerah Pengendslian BMD 1Laporan 11laporan
Optimalizasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Jumlah Laporan PemanFaatan dan
| Pemusnahan, dan Penghapusan Barang | Penghapusan BMD 1 boleuman 1 Dokumen
| Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam ranghka Penyusunan | Jumlah OPD yang Melaporkan
| Laparan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi BMD 11aporan daiikin
| "
| Pemyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Dokumen Laporan Barang
E Daerah Milik Daersh iapotan 1laporan
| I-iembi:man Pengelolaan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengelolaan
f | Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | BMD st | % D

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023,
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erja Pelayanan PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kota
Samarinda sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci
(IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b)
manajemen Keuangan. Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan

penunjang bidang keuangan sebagai berikut:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan:

1. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Target
sebesar 10 %, telah tercapai sebesar 542 % Capaian tersebut
mendiskripsikan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru
dantenaga kesehatan) yang tidak lebih dari 20%, maka ruang/ kapasitas
fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar:

Z. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer
Expenditures), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan
daerah dalam mengumpulkan pajak dan potensi pajak daerah. Dengan
capaian 1,36% maka Pemerintah Kota Samarinda di tahun mendatang
dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah
Kota Samarinda mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) dari BPK Rl atas pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintahan Daerah:
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Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam
APBD dengan target 90% tercapai 92,42%. Hal tersebut dapat
didiskripsikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal.

Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD
dalam APBD, mendiskripsikan bahwa relisasi PAD berjalan optimal
karena telah melampaui target sebesar 100%.

Assets Management: bahwa telah disusun daftar aset tetap, proses
inventarisasi aset tahunan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD
Kota Samarinda.

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer
Expenditures), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja
operasi di luar transfer expenditures, mencapai 66,43%,.

Cash Management: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam
APBD Tahun Sebelumnya, mencapai 13,44%.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kota Samarinda dengan
realisasinya. Pada tahun 2022 BPKAD Kota Samarinda menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara

kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukurannya, Capaian Kinerja BPKAD Kota Samarinda

sebagai berikut:

1

| | =
Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023,

| INDIKATOR

| SASARAN STRATEGIS KINERJAUTAMA | TAIIEET| REALISAS] = CAPAIAN |

| (kuy | | .
| ]
| Meningkatnya kualitas | Opini Laporan WTP WTP | 100%
| laporan Keuangan | Keuangan |

| Pemerintah Daerah dan _ | | |
| Akuntabilitas Kinerja {

AENEEN S N——
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Meningkatnya kualitas laporan
Keuangan Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja Utama Laporan Keuangan Daerah;

Target 1 Laporan

Realisasi 1 Laporan

Capaian 100%

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2023.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset

daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kota Samarinda yang
mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun
2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD),menjadi instrumen
pengukuran kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur

dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan
bobot 15);

Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);

Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan

Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

o 0o N

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks

Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
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ngkatnya kualitas pengelolaan aset daerah merupakan sasaran

gis yang juga mendukung meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan
dan aset daerah (Tujuan PD). Hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan BMD, dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun 2022, target 100%, realisasi
mencapai 100%, dengan capaian 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh
meningkatnya kualitas pencatatan aset daerah pada masing-masing

perangkat daerah.
2.3 Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kota

Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk
responsif  terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah  Pusat
(Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan). Secara garis besar
keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh
sinergitas antar fungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga

nonperbankan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya
kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi
lain kondisi ruang fiskal daerah sangat hergantung pada dana transfer dari
pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat
pertambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan
P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan

inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala
daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG’s).
BPKAD Kota Samarinda sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan,
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peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran
ya pada tahun 2023. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi,
ronisasi, dan Sinergi menjadi Keys of Development Goals bagi BPKAD
Kota Samarinda dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, Keys of
Development Goals di lingkup BPKAD Kota Samarinda dilaksanakan melalui:
1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan
dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen

RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023,

2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja
Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai denganRenstra

BPKAD Kota Samarinda tahun 2021-2026, dan Rankir RKPD Tahun 2023.

3. Ewvaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di
lingkup BPKAD Kota Samarinda, dan dukungan terhadap pelaksanaan
Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu

Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal
dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu
mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan

lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi
di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh
terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD
Kota Samarinda, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal,
yang dapat diuraikan sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3

(4)

(5)

(6)

gan Internal
kungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kota Samarinda,
terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.
a. Faktor Kekuatan Organisasi

BPKAD Kota Samarinda memiliki peran strategis yang memiliki
fungsi  koordinatif dalam  perencanaan penganggaran,
penatausahaan  keuangan dan aset serta pelaporan
pertanggunjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Samarinda;

BPKAD Kota Samarinda telah memiliki sistem dan prosedur
perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan,

terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;

Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan
BPKAD Kota Samarinda sebagai pusat data dan informasi
pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan

sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;

BPKAD Kota Samarinda memiliki Sumber Daya Aparatur yang
memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat
spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan
struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan;

BPKAD Kota Samarinda memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek
workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang
berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta,

perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi

Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam
pencapaian keberhasilan program-program prioritas

pembangunan daerah;

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Samarinda Tahun 2024 |

P CLCLEE N Peradaban



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

enguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada
Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Samarinda, telah membawa perubahan pada ruang lingkup

perencanaan penganggaran;

Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional
baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat
dan Daeah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja

organisasi;

. Faktor Kelemahan Organisasi

Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;

Kompetensi pegawai (etos kerja,budaya kerja, pengetahuan)
yang belum merata dan perlu di-upgrading;

Terbatasnya  jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/
Pelaksana/]FU);
Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data

yangkurang tepat waktu;
Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;

Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna
mewujudkan capaian kinerja (output, outcome, benefit, impact)
dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan

kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis vang karena
berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola
secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kota Samarinda. Namun dapat
mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor
strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang

organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota -

Samarinda Tahun 2024 |



Kota MLV Peradaban

aktor Peluang Organisasi

1) Kebijakan (politicalwill} Kepala Daerah dalam pengoptimalan
kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas,
yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;

2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan
pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan

asli daerah;

3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kota Samarinda dengan
DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non
Keuangan, maupun pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif
dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian
masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

4) BPKAD Kota Samarinda memiliki kerja sama dengan mitra kerja
(DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan
Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan
penatausahaan keuangan dan aset daerah;

5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung

kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;

6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya

guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Faktor Tantangan Organisasi

(1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun
2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial
masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan
pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada
kekuatan dan kemamuan fiskal daerah dalam mengakomodasi

agenda pembangunan daerah;
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(2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional

menurun;

(3) Belum optimainya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan

(5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga

permasalahan aset belum terselesaikan.

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Samarinda Tahun 2023, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan
pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kota Samarinda, secara

terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kota Samarinda.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset
daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19
Tahun 2020.
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gkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
anakan denganprioritas-prioritas:
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;

Pengembangan Kewirasusahaan dan Keberdayaan Komunitas-

Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif:

Pemantapan tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan
Peningkatan Pendapatan Daerah;

d. Peningkatan Penyediaan Akses Sarana dan Prasarana Penunjang

Perekonomian;

e. Meningkatkan  Realisasi Investasi pada Sektor Produktif

dan Pengembangan Pasar Produk Unggulan.

BPKAD Kota Samarinda sebagai PD pendukung urusan keuangan,
secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui fasilitasi
perencanaan anggaran dan implementasi penganggaran berbasis tematik
pembangunan 2023. Dalam arti bahwa BPKAD Kota Samarinda mengawal
konsistensi perencanaan anggaran, dengan maksud agar seluruh tema
tersebut telah masuk dalam proses penganggaran secara tepat dan mengawal
proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan

daerah secara tepat waktu.

Secara khusus, BPKAD Kota Samarinda juga mendukung optimalisasi
Pelayanan Publik Berbasis e-governemnt, mengingat dalam menjalankan
mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kota Samarinda menggunakan
Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan FMIS, yang terus diugrade setiap
periodik. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset

secara tepat waktu dan upto date.
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Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan

-

dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isustrategis
dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan
yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme
perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan,
kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil proses
musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2023 di BPKAD Kota
Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan
masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat
teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2023
penyalurannya hanya terdapat pada PD teknis, dan tidak terdapat pada PD
pendukung seperti BPKAD Kota Samarinda.
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BAB 111

TUJUAN DAN SASARAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang

keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan
regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan
Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Spas merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang

ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi
Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak
akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan
telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk
kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas
pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda
pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi BPKAD Kota Samarinda, maka tujuan SDGs yang terkait adalah;

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community

(AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi
perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota
ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan
Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah
diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic

Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.
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s pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda

s/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan
asional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat
daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan
amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantann Timur berupaya

melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat
pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan
partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi
yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar

Generasi (intergenerational equity) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu

global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi
pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar
berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar
memiliki daya saing Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan
masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing

sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten

Blitar, maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional,
regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah pada Tahun 2023. Dengan memperhatikan tema
pembangunan daerah dalam RKPD KotaSamarinda Tahun 2023, yaitu
Pembangunan SDM dan Penguatan Berbasis Kawasan dan Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai table berikut:
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Indikator Program
Sasaran | Strategi ];;g:g;; Pyt
Meningkatnya Reformasi | Opinl p Prugran': :
erekonomian kota | kualitas laporan Birokrasi dan | Laparan Pengelolaan
yang maju, mandiri, | Keuangan Penguatan { Keuangan Keuangan
| berkerakyatan dan | Pemerintah Tata Kelola Daerah
| berkeadilan Daerah dan Pemerintahan i
' Akuntabilitas |
Kinerja

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, maka BPKAD Kota

Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

* Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui
kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
dengan strategi:

1. Menambah sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pendapatan, dalam rangka meningkatkan koordinasi antar Perangkat
Daerah (Penghasil PAD) guna merencanakan, memonitoring, dan
mengevaluasi target, hasil, dan capaian dari PAD secara efektif dan
efisien. Dengan demikian optimalisasi peningkatan PAD pada tahun
2023 dapat tercapai.

2. Menambah sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja
Daerah, Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan, Pembinaan
Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, guna
mengendalikan pos belanja daerah dan mendukung peningkatan
efektivitas penganggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan
daerah.

3. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan;
Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk
mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah;
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atan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
eningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan
PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah
(sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2022), perencanaan,
kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat
daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca
Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola
Aset; dan

6. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

vang Akuntabel dan Tepat Waktu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2023 mengacu pada Renstra

BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota
Samarinda tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota
Samarinda tahun 2023.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka

menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran
misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang
Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalamTujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai

berikut:
Tujuan PD:
Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen

perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan

Meningkatnya Pelayanan yang Akuntable.
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ningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan

Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka

menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan
efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran
misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang
Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalamTujuan,
Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran

sebagai berikut:

Tujuan/ Indikator Tujuan/ Target
(Definisi
Operasional) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 2026

Meningkatnya kualitas penganggaran
sesuai dengan dokumen
perencanaan, standar satuan harga,
analisa standar belanja, dan
Meningkatnya Pelayanan yang
Akuntable

Nilai LPPD n/a 33 335 335 34 345 355

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi S i)
Operasional) 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
2

Meningkatnya Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah dan
Akuntabilitas Kinerja

Opini Laporan Keuvangan nfa WTP WTP WTF WP WTP WTP

Formulast= Opini BPK terhdap Laporan Keuangan
Pemerintak Kota Samarinda
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iatan, dan Sub Kegiatan
rogram, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota

marinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan

pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah
bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota
Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator
yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam
strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut
diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan
dengan indikator yang lebih spesifik Perumusan rencana program, kegiatan,
dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah; dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah

ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses
bisnis (business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan
kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD
Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
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JANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
gram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan
program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai
unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan
pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan
administrasi umum dan kepegawaian, Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran

Perangkat Daerah. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional:

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Penagai Negeri Sipil;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Ferubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan [angka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;
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n Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
ifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
ManajemenKinerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan

sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKkhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.
¢. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan

¢. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
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dministrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
enyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor:
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

¢. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan

g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, dengan sub kegiatan:
a. Pengadaan Mebel

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

PemerintahDaerah, dengan sub kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan

d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 |

Knta IEF:1f Peradaban



NGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang
pu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta
Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah
yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator
Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam
APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4)
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi
Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) OpiniBPK. Program Pengelolaan Keuangan

Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
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an Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
il Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam

kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh

Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
¢. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD:

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;

f.  Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;

g Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD;

i.  Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;

j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Kabupaten/ Kota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu

olehBidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
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pan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas
nSFPD:

Penatausahaan Pembiayaan Daerah;

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank;

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK);

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan

Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan

dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:

d.

b.

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah;

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,

Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
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nasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

BD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Kerugian Daerah

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

g Penyusunan  Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
PenyelenggaraanAkuntansi Pemerintah Daerah;

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/ Kota; dan

i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota,

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi),
dengan sub kegiatan:

a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:

a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
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GELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yvang
pu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai

Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelalaan Barang
Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam
KegiatanPengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;

4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

5. Pengamanan Barang Milik Daerah;

6. Penilaian Barang Milik Daerah;

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,

dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan

9. Pembinaan  Pengelolaan  Barang Milik Daerah  Pemerintah

Kabupaten/Kota.
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Rencana Kerja merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan program,/

kegiatan/ sub kegiatan perangkat daerah. Maka Rancangan Akhir Renja BPKAD

Kota Samarinda Tahun 2024 selanjutnya didukung dengan pendanaan yang

bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan terbagi dalam Belanja Operasional

dan Belanja Modal, dengan model perencanaan teknokratis. Di mana masing-
masing program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dengan uraian sebagai
berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan

rencana anggaran belanja sebesar Rp. 55.324.202672,00 dengan rincian kegiatan

sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
dengan rencana anggaran belanja sebesar Rp. 145,000,000,00 terdiri dari sub
kegiatan:

a.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 125.000.000,00

b.  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Belanja Operasi) sebesar Rp. 75.000.000,00

¢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.
50.000.000,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran
belanja sebesar Rp. 34.244.319.442,00 terdiri dari sub kegiatan:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Belanja Operasi) sebesar
Rp.31.654.456.177,00

b.  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 2.539.863.256,00
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si dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
anjaOperasi) sebesar Rp. 50,000,000,00

atan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran belanja

sebesar Rp. 4.550.000.000,00 terdiri dari sub kegiatan;

ai

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(Belanja Operasi) sebesar Rp.300.000,000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 90.240.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp.
1.809.760,000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor(Belanja Operasi) sebesar Rp.
350.000,000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(Belanja Operasi) sebesar
Rp. 800.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan(Belanja
Operasi) sebesar Rp. 50.000,000,00

Fasilitasi Kunjungan Tamu(Belanja Operasi) sebesar Rp. 250,000,000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Belanja Operasi)
sebesar Rp.900.000,000,00

. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah,dengan anggaran belanja sebesar Rp. 1,046,150,000,00 terdiri dari sub

kegiatan:

d.

Pengadaan Mebel (Belanja Operasi) sebesar Rp. 79,560,000,00 dan
(Belanja Modal) sebesar Rp. 1.620.440,000,00

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan

rencana anggaran belanja sebesar Rp. 3,274,507,000,00 terdiri dari sub

kegiatan:

d.

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Belanja
Operasi) sebesar Rp. 1.211.175.800,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Belanja Operasi) sebesar Rp.

3.518.707.430,00
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eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
engan rencana anggaran belanja sebesar Rp. 3,894,115,230,00 terdiri

sub kegiatan:

a.  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Operasi)

sebesar Rp. 450,000,000,00

b.  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Operasi) sebesar
Rp. 1.000.000,000,00

c.  Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya(Belanja Operasi) sebesar Rp.
1.100.000.000,00

d.  Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya(Belanja Operasi) sebesar Rp. 3.500.000.000,00

e.  Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya (Belanja Operasi) sebesar Rp. 3.800.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH dengan rencana anggaran

belanja sebesar Rp. 32,625.411.590,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang
Anggaran), dengan rencana anggaran belanja sebesar Rp. 2,362,995,400,00

dengan penjabaran ke dalam sub kegiatan sebagai berikut:

a.  Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Belanja Operasi) sebesar

Rp. 187.872.200,00

b.  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
(BelanjaOperasi) sebesar Rp. 181.770.100,00

¢.  Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 325.608.100,00
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nasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Belanja
perasi) sebesar Rp. 128.949.200,00

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 109,694,400,00

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD (Belanja
Operasi) sebesar Rp. 58.733.300,00

g  Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 347.149.500,00

h.  Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD (Belanja Operasi) sebesar Rp. 281.887.500,00

i Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
(Belanja Operasi) sebesar Rp. 679.088.500,00 dan (Belanja Modal)
sebesar Rp. 65.000.000,00

j. Pembinaan  Perencanaan  Penganggaran Daerah  Pemerintah

Kabupaten/Kota (BelanjaOperasi) sebesar Rp. 672.926.600,00

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan rencana anggaran belanja
sebesar Rp. 2.831.044.440,00 dengan penjabaran ke dalam sub kegiatan
sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.

53.045.000,00

b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(Belanja Operasi) sebesar Rp. 53.045.000,00

¢. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan

SPD (Belanja Operasi) sebesar Rp. 370.890.640,00
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ahaan Pembiayaan Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Lainnya(Belanja Operasi) sebesar Rp179.209.350,00

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank (Belanja Operasi) sebesar Rp. 658.754,000,00

g Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) (Belanja Operasi) sebesar Rp. 106.090.000,00

h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan
Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Belanja Operasi) sebesar Rp.
53.045.000,00

i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 429.664.500,00

J.  Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Belanja Operasi) sebesar Rp.
715.120.950,00

k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

(Belanja Operasi) sebesar Rp. 159.135.000,00
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ordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan rencana anggaran belanja
esar Rp. 2.018.362.250,00 dengan penjabaran ke dalam sub kegiatan

sebagai berikut:

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp. 315.617.750,00

b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Belanja Operasi) sebesar Rp.
159.135.000,00

c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Belanja Operasi) sebesar Rp.

106.090.000,00

d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp. 424.360.000 ,00

e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Kerugian Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp. 53.045.000,00

f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(Belanja Operasi) sebesar Rp. 106.090.000,00

g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan

Akuntansi Pemerintah Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp. 111.394.500,00

h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Kabupaten/ Kota (Belanja Operasi) sebesar Rp. 530.450.000,00

i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota (Belanja
Operasi) sebesar Rp. 212.180.000,00

4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan
rencana anggaran belanja sebesar Rp. 737.325.500,00 dengan penjabaran ke
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giatan sebagai berikut:

mplementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp. 368.662.750,00

Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Belanja Operasi) sebesar Rp.
368.662.750,00

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
(diampu oleh Bidang Anggaran), dengan rencana anggaran belanja sebesar
Rp. 24,000,000,000,00, dengan penjabaran ke dalam sub kegiatan sebagai
berikut:

a. Pengelolaan Dana Darurat dan  Mendesak sebesar  Rp.

24,000,000,000,00

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, dengan rencana anggaran
belanja sebesar Rp. 74.998.000.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

L

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (diampu oleh Bidang Pengelolaan
Aset  Daerah), dengan rencana anggaran belanja sebesar Rp.

59,311,093,973,00, yang dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

a.  Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mili Daerah (Belanja
Operasi)sebesar Rp. 6.872.304.400,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp.
19.478.422.600,00

b.  Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Belanja
Operasi) sebesar Rp. 216.169.000,00

c.  Penatausahaan Barang Milik Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.
7.944.791.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp. 7.197.000.000,00

d.  Inventarisasi Barang Milik Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.
441.495.000,00
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40.000.000,00

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,

LOIENMTEE] Peradaban

anan Barang Milik Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.
21.128.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp. 26.291.600.000,00

Penilaian Barang Milik Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.

2.138.860.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp. 190.000.000,00

Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Belanja Operasi)
sebesar Rp. 432.645.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp.

h.  Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Belanja Operasi) sebesar Rp.
398.505.000,00 dan (Belanja Modal) sebesar Rp. 37.000.000,00

i. Pembinaan  Pengelolaan Barang  Milik

Daerah

Pemerintah

Kabupaten/Kota (Belanja Operasi) sebesar Rp. 868.080.000,00 dan

(Belanja Modal) sebesar Rp. 30.000.000,00

Selain program/ kegiatan yang bersifat reguler, proses perencanaan dan

penganggaran pada tahun 2024 juga difokuskan pada tema tersebut dengan

dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

Total anggaran yang dikelola oleh BPKAD Kota Samarinda dalam Dokumen Rankir
Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar Rp. 162.947.614.262,00 yang

terdiri dari:

Belanja . Belanja Belanja Tidak Belanja Jumilah
___Operasi ____Modal Terduga Transfer
RpB2.188.391662 | Rp. 56.759.222.600 | Rp 24,000,000,000 | RP. - Rp.162.947.614.262
| I

Pada Tahun 2024, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem Informasi

Perangkat Daerah (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Samarinda Tahun 2024 |



Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan

Kota I Peradaban

Maju Tahun 2024 Kota Samarinda

Urusan/ BidangUrusan e Perkiraan Maju Rencana
Pemerintahan Daerah Indikator KinerjaProgram/ : sl Tahun 2025
mm:i:m.m; Hh.le;“tiu j oy nhumhn { Targer #
Lokas | Capaian | Kel nDana/ | sumber Gt Kebutuhan
Sub. Kegiatan | Kinerja Pagulndikatir Mana Kineria hgulndlw
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN Nilai IKM areAl 73 55.324202.672 @ wmw i 96.34
DAERAH KABUPATEN / : g
KOTA '
Perencanaan, 3 r
Penganggaran dan ¥
Evaluasi Kinerja Nilai AKIP HPEAD 75 250,000,000 | s 80 150.000.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen |
Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat HERAD | . 125,000,000 AP 5
deerah . r—y Dokumen " ¥ Dokumen S0.000.000
Noiaid Jumlah Dokumen REA-SKPD
FEII}'IJ:I].IE:'IE;II aDI;]cumen dan Laperan Hasil Koordinasi s 1
RKA-SKPD Penyusunan Dolkumen RKA- ) . Dakumen 10.000.000
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
Koordinasi dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil |
Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan | EFEAD - 0| a0 o nlnl
| Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA- e PRSI
| SKPD
l Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi s i
Penyusunan DPA-SKPD | Penyusunan Dokumen DFA- . 0 e Dobumen 10.000.000
| SKPD .
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan - N
Penyusunan Perubahan Epﬁ'zrpulﬁ" Laporan Eafi BPHAD | L - 1
oordinasl Penyusunan Dokumen | Dok
DPP"SLF_ITD Perubahan DPA-SKPD I o FHE R
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capalan Kinerja
Penyusunan laporan dan Ikhtizar Reallsasi Kinerja |
il SKPD dan Laporan Hasil 1 | 1
E?lfﬁl'a" glmta.r]a 1.:|aa1 Koordinasi Penyusunan Laporan | Dokumen 75,000,000 |  area Dekumen 50.000.000
isar Realisasi Kinerja | cop0i0n Kinerja dan lkhtisar S
SKPD Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 4 . 4 -
Perengkat Daerah | Kinerja Perengkat Daerah " Dokumen LMD | 4mo Dekumen 10.000.000
Administrasi Keuangan
Persaxliot Dusral "84 | Jumiah Laporan o | 7aporan | 34.244.319.442 | w0 Tisporan | 60.537.075.800
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima : i
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN it Mg, 31.654456.177 | w0 b b R
Penyediaan Administrasi il anumen_ Hasli .
Pelaksanaan Tugas ASN | Penyediaan Administrasi APEADY | 57 Orang 2,539.863.265 | amn 52 Qrang 2021544950
§ | Pelaksanaan Tugas ASN
. ' Jumlah Laporan Keuangan =
E::I?rdlnam dan | Althir Tahun SKPD dan
IFLRSTINT LNpe Laporan Hasil Koordinasi wean | 7 50,000 w50
Keuangan Akhir Tahun P e Aporan ,000,000 7 Laporan 54.636.350
SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD ]

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota

Samarinda Tahun 2024 |



4, Cl=1413:1d Peradaban

Urusan,/ mml _ Rencana Tahun 2024 - Perkiraan Maju Rencana
memhllherﬁ Indikator KinerjaProgram/ L ¥ Tahun 2025
dan : Kegiatan/ s : Catatan ;
Program /Kegiatan/ Sub. Keglatan. Bt nﬁ: Kebutuhan Dana/f "ﬁ:m .m Kebutuhan Dana/
Administrasi
Jumlah Pegawai RPKAD 01::3_ 0| amo 131 Orang 55.591.160
Jumlah paket pakaian Dinas 131 "
beserta Atribut Kelengkapan _— Paket- 0 i 131 Orang 35.591.160
Administrasi Umum | ] B SR
Perangkat Daerah FRSNIEN I o | Tlaporan | 4.550.000.000 | w0 TLaporan | 2.185.978.509
Penyedia Komponen jumiah Paket Komponen
Instalasi Listrilc / Instalasi Listrik/Penerangan | s |
Penerangan Bangunan | Bangunan Kantor yang i 5 S S SR TR0
kantor | Disediakan I N
. | Jumlah Paket Peralatan dan
Pﬂnrﬂdlﬂ_an Pﬁrﬁiﬂmﬂ dan | Perlengkapan Kantor yang APkAD | 12 Paket 1.900.000.000 | Ao 12 [enis 238.702.500
perlengkapan kantor Alisadialan
Bl Paraltn Jumlah Paket Peralatan e e
Hu;-:ah ~amisie Rumah Tangga yang wrEAD | 30 Paket 0 | seEn 30 jenis 159.135.000
. Disediakan '
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik -
Logistik Kantor Kantor yang di sediakan - . e |l s | e
Jumilah Paket Barang Cetakan | 1
Penyediaan barang | | 5 | 5
Cetakan dan Penggandaan ::;i: l‘:;fg“"ﬂm yang di WKAD | 4 Paket 800.000.000 | e 4 Paket 159.135.000
Penyediaan Bahan bacaan E:CH:.: 3:&";':2:__&2‘:15“
dan Peraturan Perundang oap | 100 50.000.000 | e ezl 64.163.232
Ferundang-Undangan yang Dokumen Dinlumen
Undangan Disedizkan
Fasilitas Kunjungan Tamu Elu":':z'; é;‘:‘;;ﬁ':“’“m‘ L 250,000,000 | ano 10Laporan | 212.180.000
Pengadaan Barang Milik
ENSTEE FURREHIE RIS R RN ap | 1laporan | 1.700.000.000 | a0 1laporan | 1.236.000.000
Urusan Pemerintah Kebutuhan Barang [ g
Daerah
Jumlah Unit Kendaraan |
Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau ke ]?Inas o EFHAD 0} amn L Unit 618.000.000
: Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan o
yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Dinas Dprasional atau Operasional atau Lapangan BPRCAL 0 | W 3 Unix 309.000.000
Lapangan yang Disediakan | -
Pengadaan Mebel Llllig’;?a:::ﬂ Mebel yang EFHAD 75 Unit 1.700.000.000 @ s 75 Unit 309.000.000
Jumlah Unit Peralatan dan
::';ﬁﬁ:;e;aiam" dan | Mesin Lainnya yang BREAD 0 | 5 Unit 0
Disediakan
Penyediaan Jasa -
penunjang Urusan Laporan Penyediaan Jasa i |1 Lo 4 W TRSEELERT. | Ak Llaporn | 4 179.680.775
Pemerintah Daerah i
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan | 30
Menyurat - Jasa Surat Menyurat — | i i 5.463.635
Penyediaan jasa Jumnlah Laporan Penyediaan Jasa | | 36 Bukn 36 Bukti
[ komunikasi, su mber daya | Komunikasi, Sumber Daya Air dan [ prean | Pembayar 1.211.175.800 i Pembayaran 786.763.440
air dan listrik Listrik yang Disediakan e | | |

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
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Urusan/ BldangUrusan
Pemerintahan Daerah

Rencana Tahun 2024

Perkiraan Maju Rencana |

Indikator KinerjaProgram/ Tahun 2025
Bhnes Kegiatan/ | Target : Target
Program/Keglatan/ Sub. Kegiatan Loksst | Capaian | Kebutuhan Dana/ |sumber p | Kebutuhan Dana/
Sub. Keglatan : : | Kineja | Paguindikatif | Dama B'F"'M Pagulndikatif
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa peralatan | Jasa Peralatan dan
dan Perl i i e i
n Perlengkapan Kantor Eﬂ':qg::pan Kantor yang Pembayaran 163.909.440
IAKAN
i Jumlah Laparan T
g Penyediaan Jasa Pelayanan 5 Bulkti 5 Bk
nan Umum Umum Kantor yang eekan | Pembayar 3.518.707.430 | w0 | Pembayaran | 3-223.554.650
an
Disediakan
| Pemeliharaan Barang
Milik Daecrah Penunjang |
gﬂmsa:: Besnerintih Laporan Pemeliharaan sal | 1Laporan | 9.850.000.000 | = 1 Laporan 2.852.017.470
era
Eznmﬁ?;:::al:&;iaya Jumlah Kendaraan Perorangan |
Pemeliharaan dan Psjak E‘;‘;;;“” i el woan | 66 Unit 450,000,000 | aro 66 Unit 655.636.200
Kendaraan Perorangan atau dib ;:n!;, _’Im
Hendaraan Dinas Jabatan YA -"ia -
E::f:i?‘t::?:;f;ia Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, F'zl';}-:a dan Cpratinncl s Laggrgan
, Fa) yang Dipelihara dan afAn | G&Unit | 1.000.000.000 | amo &6 Linit 546.363.500
Perijinan Kendaraan Aibavarian Palak Aix |
Dinas Oprasional atau | PerEin o e
Lapangan | i
Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara | sevn | - AR 40 Unit 32.781.810
Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin : X )
dan Mesin Lainnya Lainnya vang Dipelihara i e SAINGRIN || Ao o 60.099.985
Pemeliharaan Aset Tetap | Jumlah Aset Tetap Lainnya e
Lainnya yang Dipelihara BPHAD 0| asme 1 Unit 273.181.750
Pemeliharaan / )
Rehabilitasi Gedung L“;;"E“H'Lg’:;‘ﬁi’fnﬁ“ﬁ;:““ o | cedmg | 3500.000000 | fiaG |
Kantor dan Bangunan Dipelihara/Direhabflitasi - | 3B2.454.450
lainnya ipeli .a_r_af irehabilitasi i
Pemeliharaan / Jumlah Sarana dan |
Rehabilitasi Sarana dan | Prasarana Gedung Kantor | f
Perasarana Gedung atau Bangunan Lainnya kA | 1 Jemis 3.800.000.000 | aeo 1 Jenis 655.636.200
kantor atau Bangunan | yang
| Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan / |
o Jumiah Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Sarana dan Pendukung Gedung Kantar -
Prasarana Pendukung atau Bangunan Lainnya yang RPEAD 0 | ama 1 fenis 245.863.575
Gedung Kantor atau Dipelihara,Direhabilitasi :
bangunan lainnya . |
Program Pengelolaan 1
Keuangan Daerah Laporan Keuangan Daerah | spon Laporan | 32.625.411.590 | w0 1laporan | o 090,674,251
F]
Koordinasi dan Jumlah Dokumen I'E’:::';"‘ 2 Dokumen |
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana APkAD e o {murni dan |
e b imrionssy P e sl ol | 3.038.679400 Perubahan) | 2:806.839.680
o)
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen KUA dan - 1 | :
Egﬂusunan KUA dan PPAS yang di susun A Dol 187872200 | spu | 1 Dolumen 218.545.400

Rencana Kerja (REN]JA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
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INDA

Rencana Tahun 2024 Perkiraan Maju Rencana
Indikator KinerjaProgram/ i Tahun 2025
Cof Target | : e B -
Sub. Kegiatan o | Kebutuhan Dana/ | sumber (™" TABEL o tuhan Danay
Kinerja |  Paguindikatif | Dana : ":"‘"“'“I arf Pagulndikatif
Jumlah Dokumen Perubahan 1
KUA dan PPAS yang di susun | | Dokumen 181.770.100 | a0 1 Dpkumen 218.545.400
Jumlah RKASKPD yangdi | 1 T 1
Verifikasi Dokumen 325.608.100 | arc 1 Dokumen 273.181.750
Jumlah Perubshan RKA SKPD 1 :
vang di Verifikasi A0 | Dokumen | 128.949.200 | 4o 1 Dokumen 273.181.750
Koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA SKPD yang di 1 | G ?
| dan Verifikasi DPA-SKPD Verifikasi . BEEAR | o 109.694.400 | arp 1 Dokumen 344.209.005
Koordinasi, Penyusunan
i i Jumlah Perubahan DPA SKPD 1
g,z::; TSE}E:Jﬁ[;mI Perubahan yang di Verifikasi L | en 5H.733.300 | aeen 1 Dokumen 273.181.750
| Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Jumlah Perubahan DPA SKPD 2
?:f:;ﬁ:fggg;:ﬂiﬁiiﬂ yang di Verifikasi BFHAL Dokumen 347140500 | s 2 Dodoumen 504988 400
| tentang Penjabaran APBD
I Koordinasi dan Penyusinan
| Peraturan Daerah tentang Jumlah Peraturan Daerah
Perubahan APBD dan Tentang Perubahan APBD dan 2
{ Peraturan Kepala Dasrah Peraturan Kepala Daerah tentang PEE | Dokumen 281.887.500 | amm i 467.687.156
| tentang Penjabaran Penjabaran Perubahan APBD
Perubahan APED
Koordinasi dan | .
' lah Dokumen Regulasi
Penyusunan Regulasi | Jum s {
i K-Ehijakanggk W ir;:a Eiz:ija}m.n Bidang | T44.88.500 | 1 Dakumen 178.682.719
Anggaran
Pembinaan Perencanaan | Jumlah Orang yang Mengikuti
Penganggaran Daerah Pembinaan Penganggaran | 130 150
Pemerintah Daerah Pemerintah PP Orang ERERRIENE | . Orang SEEGIN
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota N
Koordinasi dan Jumlah Buku Juknis dan e
Pengelolaan Laporan won | Slels | 2831,044.440 | am e | 2.375.612.538
Perbendaharaan Daerah | Pertanggungjawaban APBD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil 2
Koordinasi dan pengelolaan i 53.045.000 [ o 1 Dokumen 163.909.050
_Per}g.elniaan Kas Daerah | KaeDasrah IR
Pengelolaan Sisa Lebih 5 e oy [ LA |
Perhitungan Anggaran SRS el e et sekan | 1 Laporan 53.045.000 | wn | 1Laporan 109.272.700
T e s Perhitungan Anggaran Tahun iz i | = R
y Sebelumnya I
| Penyiapan, Pelaksanaan ;
Pen;enl:l.:;:ilian s Jumlah Dokumen Hasil -
Penerbitan Anggaran Kas Pengendalian dan Penerbitan | secw | - 370.890.640 | s 47 Dokumen 382.017.359
Anggaran Kas dan SPD
dan 5FD
Jumlah Dokumen hasil .
bemblayaan Dacran | Pelaksanaan Penatausahaan | wwo | oL | 53045000 | e | ibomen | 54636350
Pembiayaan Daerah [
Koordinasi, Fasilitasi, Jumiah Dokumen Hasil
A.SjSt’E‘I'ISi._, Sinkm“ igagl‘l K-uurdlnﬂs!. Fﬂﬁl“tﬂﬂp Mistﬁ'l‘lsi. 1
Supervisi, Monitoring dan Sinkronisasi, Supervisi, BFE APB 1
s Monitoring dan Evaluasl Dokum 179.209.350 184.585.630
F[;"d]-_i-lﬁsi I,:e:lg‘;lﬂlaa':t' Pengelolaan Dana Perimbangan AD Een D Dokumen
D::: T:;::fer“ﬁaaj: h:: dan Dana Transfer Lainnya
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EBelanja, Pembiayaan,
Pendapatan-Li0 dan Beban

Behan

Pemerintanan Daerah | munmmrxmmf i R e W  Tahunzozs
Program/Kegiatan/ - Sub. Kegiatan \okssi | Capaian | Kebutuhan Dana/ | sumber Capajan | Kebutuhan Danay
Jumlah Dokumen Hasil
an Koordinasi, Pelaksanaan
3 “;“:“ Kerjasama dan Pemantauan
- ﬂ:Emn 4 | Transaksi Non Tunai dengan BPELAL an:mn BoE.754.000 AFED 1 Dokumen -
Lembaga Keuangan Bank dan 420.699.895
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
rdinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Realisasi
Laporan Reallsasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Penerimaan dan Pengeluaran | Daerah, Laporan Aliran Kas dan
Kas Daerah, Laporan Aliran | Pelakszanaan Pemungutan /
Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran
Pemungutan/Pemotongan | Prhitungan Fihak Ketiga [PFE)
dan Penyetoran Perhitungan | dan Laperan Hasil Koordinasi i
Fihak Ketiga {PFK)} dalam rangka Penyusunan wkan | 1 Laporan AR APED 1 Laporan
Laporan Realisasi Penerimaan | 34.636.350
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
| Pemungutan/Pemotongan dan !
Penyetoran Perhitungan Fikak |
Ketiga (PFK] '
Koordinasi Pelaksanaan Jumlzh Dokumen Hasil
Piutang dan Utang Daerah Keordinasi dan Penyusunan
vang Timbul Akibatr laporan Pelaksanaan Plukang dan
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan | Utang Daerah yang Timbul Akibat 1
Analisis Pembiayaan dan st g e E | Dokumen SRR, - Ao hokumen | o 4 636350
Penempatan Uang Daerah Analisis Pembiayaan dan
sebagal Optimalisasi Kas Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan | Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengeluaran Kas serta | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pemungutan dan Pengeluaran Kas serta 1
Pemotongan Atas SP2D P ia TSt o | 429.664.500 | APBD | 1 Dokumen 442 554.435
dengan Instansi Terkait Atas S5P2D dengan Instansi
Terkait ]
Penyusunan Petunjuk Teknis | Jumlah Petunjuk Teknls |
Administrasi Keuangan yang | Administrasi Kevangan yang
Berkaitan dengan Berkaitan dengan Penerimaan 1
Penerimaan dan Pengeluaran | dan Pengeluaran Kas serts BPEAI 715.120.950 | AFED 1 Dokumen
Kas serta Penatausahaan dan Prna:a:g:Jhaan dan | NI | 454.028.069
Pertanggungjawaban Sub Pertanggungjawaban Sub '
Kegiatan Kegiatan |
Pembinaan Penatsusahaan Jumbah Orang yang Mengikuti |
Keuangan Pemerintah Pembinaan Penatausahaan Kevangan | 8Peap | 200 Orang 159,135.000 | APBD 200 Drang
|_Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota . >4.636.350
Koordinasi dan Buku Laporan Keuangan an]:;:: 3 Jenis
Pelaksanaan Akuntansi dan | Pemerintah serta Laporan BPE AFB Buku
Pelaporan Keuangan Pﬁﬂanmn.g]awabal? dan AD l;:ﬂr:n ot i 1] Laporan i e
Daerah Penjabaran APBD ““ Keuangan
Koardinasi Pelaksanaan L‘;’:‘g::a]:f:;:;i!:;:.;ﬂnrdmﬁl P
;:::;?::;TE::?:;E?“ Penerimaan dan Pengeluaran Kas 1 T Laporan 315.617.750 | APBD 36 Laporan 325.086.283
. Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dan Verifikasi Asct, wdan Verifikasi Asct, Kowa|iban,
Kewsjlban, Eluitas, Pencap: Ekuitas, Pu tan, Belanja, ’ 12 12
- il (o i e, - 0 S 159.135.000 | APED Dokumen | 163.909.050

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
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Urusan/ BidangUrusan Perkiraan Maju Re
: Rencana Tahun 2024 : bty
Pemerintahan Daerab |  Indikator KinerjaProgram/ ialiie Tahun 2025
Program/Kegiatan,/ ~ Sub. Kegiatan Lokssi | Capaian | Kebutuhan Dana/ |sumber | Capaian Kebutuhan Dana/
Sub. Kegiatan : | Kinerja | Pagulndikatif | Dana nerja | Paguindikatif
Jumlah Laporan
Pertanggungjawaban —_— 18 5
oo Pelaksanaan APED Bulanan, Laporan 0GOM000 | e AN 1RIT2I00
Semesteran Triwulanan dan Semesteran
Laporan jumlah Laporan Keuangan
n SKPD, BLUD SKPD, BLUD dan Laporan )
Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah e A e s i
emerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Koordinasi, Singkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil _
dan Penyelesaian | Koordinasi, Singkronisasi dan
Tuntutan Perbendaharaan | Penyelesaian Tuntutan | mewan | mk:m" 53.045.000 | s 2 Dokumen 54.500.000
dan Tuntutan Kerugian | Perbendaharaan dan | ;
Daerah | Tuntutan Kerugian Daerah |
P ¥ T
l:;g:-l:;man . Jumlah Dokumen Hasil Analis |
Pertanggungjawaban Laporan Pertanggungiawaban | vexas nuh;lm:-r. 106.090.000 | ara 1 Dokurmen 109.272.700
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan [
dan Panduan Telnis Jumlah Kebijalan dan i
Operasiona Panduan Teknis Operasicnal 3 :
N Penysinngguram Abunrenet | "% | Dokauen 111.394.500 | ~o | 3Dokumen 114.736.335
Akuntansi Pemerintah Pemerintah Daerah |
Daerah
Fembinaan Akuntansi, Jumlah Orang yvang Mengikuti
Pelaporan dan Pembinaan Akuntansi, |
Pertanggungjawaban Pelaparan dan won | 180 530.450.000 | e | 150 Orang 546.363.500
Pemerintah Pertanggungjawaban !
Kabupaten/Kota | Pemerintah Kabupaten/Kota !
Pembinaan Pengelolaan I i
Keuangan BLUD {EGTQLE:EELEFB?::”WW” =0 | b | 212180.000 | amo 3Lemboga | 218.545.400 |
Kabupaten/Kota 6 | |
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Jumlah Dokumen
Informasi Pemerintah | Pencatatan Aset Barang wae | Slee 737,325,500 | wmw ety | 759.445.265
Dacrah Lingkup Milik Daerah
Keuangan Daerah
Implementasi dan :
Pemeliharaan Sistem . |
Informasi Pemerintah | lumian oandar Hargayangdi | oy, | 1 368662750 | wmo | | 1Dokumen |  379.722.633
Daerah Bidang Keuangan '
Daerah ) |
Pembinaan Sistem e -
Informasi Pemerintah ]I;d;;:‘:: :::_]"sdt;:ﬁ::d"g i
Daerah Bidang Keuangan 3 o eran | 150 Orang 368.662.750 | amn 150 Orang 379.722.633
Daerah Pemerintah Ezzl:;:han SRR [
Kabupaten/Kota f |
"Wﬂ':;':!ﬁfm“::“ :E‘_::;'::mm weo | 1| 74.998.000.000 | ww 1Dokumen | 2,924,357.030
Jumliah Dokumen
e ot g Pencatatan Aset Barang wwa | 1 | 74.998.000.000 | s 10okumen | 2.924.357.030
e Milik Daerah |
Penyusunan Standar Jumlah Standar Harga yangdi | = 1 e |
T - e ; Dolassn 0 | 1 Dokumen 109.272.700

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
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Kota

Pemerintah Kabupaten / Kota

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Kevangan Dan Aset Daerah Kota
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b, O EXTEE Peradaban

BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Samarinda menjadi sangat penting

artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan
tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis
ternokratis, politis, partisipatif, top-down, buttom-up. Dalam arti memprioritaskan
Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas
pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan
(stakesholders) semakin proaktif dalam rangka menciptakan Good Governance
sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada akhirnya akan
mampu menciptakan sebuah kebijakan yang efektif, yang memiliki dampak kepada
masyarakat (trickle down effect). Dengan demikian keberpihakan kebijakan
pemerintah daerah, yang tertuang dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan

oleh masyarakat.
Kenja BPKAD Kota Samarinda, selain menjadi acuan pelaksanaan Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023, berfungsi pula sebagai umpan balik
dalam peningkatan kinerja BPKAD Kota Samarinda beserta seluruh jajarannya. Hal
tersebut sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh elemen
pada BPKAD Kota Samarinda, sehingga akan memperoleh peningkatan kerja

ke arah yang lebih baik di masa mendatang

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menetapkan Rencana

Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Samarinda Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah di bidang

keuangan.
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